[ RAPERDA ]

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
merupakan  perwujudan dari Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan
kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, pada tanggal 14 Agustus 2023;

c. bahwa guna pedoman pengelolaan keuangan daerah,
maka sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Mengingat

1.

Tahun Anggaran 2024 disertai penjelasan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 2757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau
Dalam Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas  Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.



10.

11.

12.

13.

14.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya
disebut SilPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan
anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi
dalam satu periode pelaporan.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang
diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta
dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian
objek.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah
pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan
pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang
sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub
rincian objek.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan
modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek
dan sub rincian objek.

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal
dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain,
masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar
negeri yang tidak mengikat untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran
untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang
memberi manfaat jangka pendek.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian
atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya.



15.

16.

17.

18.

19.

(1)

(2)

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan
kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa
digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program
dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian
sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD
pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek,
rincian objek, dan sub rincian objek.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya berwujud yang
memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan
memenuhi batas kapitalisasi aset tetap.

Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran
daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas
penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan
harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD terdiri atas Pendapatan
Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.

APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024
berjumlah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp2.206.131.581.466,00
b. Belanja Daerah Rp2.207.131.581.466,00
Defisit (Rp1000.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp30.000.000.000,00
2. Pengeluaran Rp29.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp1.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah
Tahun Berkenaan Rp0,00



Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a direncanakan
sebesar Rp2.206.131.581.466,00 (dua triliun dua ratus
enam milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus

delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam

rupiah) yang bersumber dari:

a.
b.
c.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

pendapatan asli daerah;
pendapatan transfer; dan
lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp446.356.567.466,00 (empat ratus empat puluh enam
milyar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus enam
puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam
rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp111.543.779.100,00
(seratus sebelas milyar lima ratus empat puluh tiga juta
tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah).
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp27.086.750.415,00
(dua puluh tujuh milyar delapan puluh enam juta tujuh
ratus lima puluh ribu empat ratus lima belas rupiah).
Hasil Pengelolaaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp11.341.803.302,00 (sebelas
milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus
tiga ribu tiga ratus dua rupiah).
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp296.384.234.649,00 (dua
ratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus delapan
puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu
enam ratus empat puluh sembilan rupiah).



Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp1.752.255.014.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima
puluh dua milyar dua ratus lima puluh lima juta empat
belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.614.475.471.000,00 (sati triliun enam ratus empat
belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat
ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp137.779.543.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar
tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat

puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar
Rp7.520.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh
juta rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Hibah.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b direncanakan
sebesar Rp2.207.131.581.466,00 (dua triliun dua ratus
tujuh milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus
delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam
rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Pasal 8

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
Rp1.553.377.021.522,00 (satu triliyun lima ratus lima
puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua
puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang
terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp978.477.691.529,00
(sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar empat
ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan
puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp472.584.814.031,00 (empat ratus tujuh puluh dua
milyar lima ratus delapan puluh empat juta delapan
ratus empat belas ribu tiga puluh satu rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp85.172.915.962,00
(delapan puluh lima milyar seratus tujuh puluh dua
juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus
enam puluh dua rupiah).

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp17.141.600.000,00 (tujuh belas milyar seratus empat
puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar
Rp269.519.919.944,00 (dua ratus enam puluh
sembilan milyar lima ratus sembilan belas juta
sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus
empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

b. belanja modal peralatan dan mesin;



c. belanja modal bangunan dan gedung;
d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; dan
e. belanja modal aset tetap Lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.529.000.000,00
(dua belas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta
rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp62.303.144.684,00 (enam puluh dua milyar tiga
ratus tiga juta seratus empat puluh empat ribu enam
ratus delapan puluh empat rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp130.422.215.868,00 (seratus tiga puluh milyar
empat ratus dua puluh dua juta dua ratus lima belas
ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp56.890.719.730,00 (lima puluh enam milyar delapan
ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan belas
ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp7.374.839.662,00 (tujuh milyar tiga ratus tujuh
puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan
ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar
Rp378.234.640.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan
milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus
empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.



(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.554.738.000,00
(dua belas milyar lima ratus lima puluh empat juta
tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp365.679.902.000,00 (tiga ratus enam puluh lima
milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan
ratus dua ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf c
direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh
milyar rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), yang
terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar
Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar rupiah),
yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 15

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan
Anggaran Belanja mengakibatkan terjadinya Defisit
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan
Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan
direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah).

10



Pasal 16

(1) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi
pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini,
dilakukan setelah perubahan APBD Kabupaten
Pekalongan Tahun Anggaran 2024 atau dalam hal
Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD
maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
Tahun Anggaran Berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan Belanja
yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-
Undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 17
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini terdiri atas:

11



. Lampiran I

. Lampiran II

. Lampiran III

. Lampiran IV

. Lampiran VI

. Lampiran VII

. Lampiran VIII

. Lampiran IX

i. Lampiran X

j. Lampiran XI

. Lampiran XII

. Lampiran XIII

. Lampiran XIV

. Lampiran XV
. Lampiran XVI
. Lampiran XVII

Ringkasan APBD yang diklasifikasi

menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut Urusan Pemerintah Daerah

dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan
SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD
dengan Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS
dengan Rancangan APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional
dengan Program Prioritas Daerah;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya;

Daftar

Pengurangan Aset Tetap Daerah dan

Perkiraan Penambahan dan

Aset Lain-Lain;
Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak
(multy years);

Daftar Dana Cadangan;

Daftar Pinjaman Daerah;

Sinkronisasi Major

Project dengan

Dukungan Program Prioritas Daerah.
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Pasal 18

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan
Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB II
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (.....-...../2023)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

1. UMUM

APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara sebagaimana telah dibahas disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pekalongan. Tahun Anggaran 2024 juga mempertimbangkan kondisi
ekonomi, sosial dan perkembangan nasional terkini, Kinerja APBD
Tahun 2023 serta langkah antisipasi yang telah ditempuh di tahun
2023, maupun rencana kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun
2024.

APBD Tahun Anggaran 2024 tetap berpedoman pada urusan
pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran
yang ingin dicapai, Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan
program/kegiatan/sub kegiatan yang terkait dan nama program. Plafon
Anggaran Sementara disusun berdasarkan urusan pemerintahan,
Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan
mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Perumusan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 ditujukan
untuk meningkatkan optimalisasi anggaran, dimana Pemerintah
Kabupaten Pekalongan menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan
yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi. Struktur anggaran yang
optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah
dan belanja diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara
menyeluruh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
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Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Hiuruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a

Cukup Jelas
Huruf b
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Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Belanja modal digunakan untuk menganggarkan
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset
tetap dan aset lainnya.

Huruf c
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas
Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain berupa
gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN,
belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD
serta Bupati/wakil Bupati, insentif pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “belanja barang dan jasa” antara lain
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berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa
kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor,
cetak/penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir,
sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan
dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian
dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan
hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah
tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi,
jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain
pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja
barang dan/atau jasa yang  diserahkan = kepada
masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang
dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja
beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan,
sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian
uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.
Yang dimaksud dengan “barang/jasa yang akan diserahkan
atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga” adalah
barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran
prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Ayat (4)
Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa digunakan
untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang,
barang/jasa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau
Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan
hokum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan.
Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan
kepada partai politik yang meendapatkan kursi di DPRD
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (5)
Belanja Bntuan Sosial berupa uang dan/atau barang
digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan
kepada individu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan
setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas

dari resiko sosial.
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Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan
tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam
kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi

siap dipakai.

Ayat (3)

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk
menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan
kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam

kondisi siap pakai.

Ayat (4)

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh
gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan

dalam kondisi siap dipakai.

Ayat (5)

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk
menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan,
jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah
serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan

dalam kondisi siap dipakai.

Ayat (6)

Pasal 10

Belanja modal asset tetap lainnya digunakan untuk
menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap
sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan
untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam

kondisi siap dipakai.

Cukup Jelas
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Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pasal 12

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cukup Jelas

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan

Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah
sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan
daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar

hukum yang melandasinya

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pasal 16

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas
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Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR .......
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